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membuat kita bertahan hidup. Harapan itulah yang membuat kita tetap 
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cukup ingatlah bahwa seorang guru selalu diam saat tes berjalan” 
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“kesendirian bukan alasan untuk bersedih, tapi kesendirian adalah alasan 

bagaimana kita menjadi dewasa” 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Satuan Kerja Pemerintah Negara/Lembaga dalam penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi, pada setiap tahun anggaran akan mendapatkan alokasi dana 

yang bersumber dari APBN. Sebagaimana peraturan mengenai pengelolaan kas 

diatur dalam Permendagri no 21 tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua 

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah, dan Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan 

Negara, serta Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan 

uang Negara dan daerah. 

Kas merupakan aset yang paling penting bagi setiap perusahaan atau 

instansi, karena kas merupakan alat pembayaran yang siap digunakan untuk 

membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan atau instansi. Hampir semua 

transaksi pada akhirnya akan berhubungan dengan kas yang akan dikeluarkan 

atau diterima oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan kas tersebut. Sifat 

kas yang mudah dipindah tangankan dan tidak memiliki identitas kepemilikan 

membuat kas mudah untuk dimanipulasi dan diselewengkan. 

Perusahaan atau instansi akan terdorong untuk membuat suatu prosedur 

atau sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik untuk 

menghindari penyelewengan tersebut. Dengan diterapkannya prosedur 

pengelolaan kas yang baik, diharapkan mutasi keluar masuknya kas akan tercatat 

dan terkontrol dengan baik. Mengingat prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

ini sangat penting untuk mencegah penyelewengan, perusahaan atau instansi 

perlu mengatur prosedur ini sedemikian rupa. 

Dalam menerapkan prosedur pengendalian penatausahaan kas, pastinya 

akan melibatkan beberapa departemen atau sub bagian tertentu, dokumen-

dokumen tertentu serta memerlukan otorisasi dari pihak-pihak yang berwenang. 

Oleh karena itu dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini akan membahas mengenai 

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dengan judul “PROSEDUR 

AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA DINAS 
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PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA 

KARYA KABUPATEN JEMBER” 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a. Tujuan Praktek Kerja Nyata 

1) Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. 

2) Untuk  mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terkait dan formulir-

formulir yang digunakan dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran 

kas pada Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta 

Karya Kabupaten Jember. 

3) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. 

b. Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang 

pelaksanaan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Maupun kegiatan-

kegiatan yang lain pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Cipta Karya Kabupaten Jember.  

 

1.3 Identifikasi Permasalahan 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, 

penyusun dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu: 

Dalam melaksanakan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, 

bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak dibantu oleh bendahara 

penerimaan pembantu maupun bendahara pengeluaran pembantu. Yang mana 

dengan adanya bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu ini dapat 

membantu meringankan tugas bendahara penerimaan maupun bendahara 

pengeluaran. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan dari kepala dinas 
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untuk memperkerjakan bendahara penerimaan pembantu maupun bendahara 

pengeluaran pembantu. 

Adapun tugas yang dapat dilakukan oleh bendahara pembantu meliputi: 

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-

LS Kepada PPK SKPD 

2) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan 

oleh PPTK 

3) Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS, apabila dokumen 

tersebut tidak lengkap 

4) Menyimpan Uang Persediaan yang berasal dari pelimpahan UP dari 

bendahara pengeluaran 

5) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola. 

b. Bendahara Penerimaan Pembantu 

1) Penerima pendapatan yang bersumber dari penerimaan asli daerah 

2) Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening 

kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. 

 

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata  mahasiswa ini dilaksanakan  mulai tanggal 

25 Februari sampai dengan 25 Maret 2019. Adapun kegiatan yang dilakukan 

peserta Praktek Kerja Nyata pada instansi terkait menyesuaikan dengan tugas 

yang diberikan oleh pegawai pada sub bagian terkait.  

Tabel berikut ini merupakan tabel kegiatan yang dilakukan pada Instansi 

terkait selama jangka waktu pelaksanaan praktek kerja nyata: 
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Tabel 1.1 Kegiatan Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 

NO KETERANGAN MINGGU KE- 

I II III IV V 

1 Perkenalan dengan pegawai pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember. 

 

X 

    

2 Meminta penjelasan mengenai 

gambaran umum Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Cipta Karya Kabupaten Jember 

 

X 

    

3 Melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh pegawai Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

4 Mengumpulkan data dan catatan 

yang diperlukan dalam proses 

penyusunan laporan Praktek Kerja 

Nyata 

   

X 

 

X 

 

X 

5 Berpamitan dengan pegawai Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember. 

     

X 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang 

(Mulyadi, 2016:4). Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk 

mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar. Kegiatan tersebut 

meliputi menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, 

memilih (menyortasi), memindah dan membandingkan. 

Prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk 

menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu (Nikmah, 

2017:75). Selain itu prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan 

kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian 

tindakan yang menyangkut beberapa orang (Ranatarisza & Noor, 2013:4). 

 Pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur 

adalah suatu urutan langkah-langkah, dari serangkaian tahapan yang saling 

berhubungan satu sama lain sebagai suatu cara atau metode dalam melaksanakan 

ataupun menjalankan suatu aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk 

mencapai tujuan akhir yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

bagian atau lebih. Tujuan dari adanya prosedur adalah untuk menjamin adanya 

penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan  yang sering 

terjadi berulang-ulang. Prosedur akuntansi sangat berperan penting dalam 

memberikan informasi yang dapat dipercaya, baik bagi pihak penyelenggara 

usaha maupun pihak luar. 
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2.2 Kas 

 Akuntansi kas pemerintah diatur secara rinci dalam buletin teknis nomor 

14 SAP yang disahkan pada Desember 2013 dan berlaku efektif mulai tahun 

anggaran 2014. Akuntansi kas perlu diatur secara rinci karena kas memiliki peran 

penting sebagai komponen aset pemerintah. Kas merupakan aset pemerintah yang 

paling lancar (likuid) dan aktif. Hal ini ditunjukan dengan kemudahan dan 

kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat 

pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Kas merupakan aset 

lancar yang paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada 

umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. 

 

2.2.1 Pengertian Kas 

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan (Ratmono & 

Sholihin, 2015:135). Berdasarkan pengertian tersebut wujud kas dapat dibedakan 

atas uang tunai dan simpanan di bank. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang 

kertas dan uang logam dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang 

dikuasai oleh pemerintah. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang 

pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan 

setiap saat.  

Setara kas didefinisikan  sebagai investasi jangka pendek yang sangat 

likuid yang siap direalisasikan  atau diubah menjadi kas, serta bebas dari resiko 

perubahan nilai yang signifikan. Setara kas ditunjukan untuk memenuhi 

kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan 

setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi tunai kas 

dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang 

signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi tersebut mempunyai 

masa jatuh tempo kurang atau sama dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 

perolehan investasi (Ratmono & Sholihin, 2015:135) 

Pada umumnya saldo kas pemerintah bertambah karena adanya 

pendapatan atau adanya penerimaan pembiayaan, atau penerimaan transfer atau 
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transaksi penerimaan lainnya (non anggaran). Saldo kas berkurang apabila 

terdapat belanja atau pengeluaran pembiayaan, atau pengeluaran transfer atau 

transaksi pengeluaran lainnya. 

 

2.2.2 Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Menurut PP No 71 Tahun 2010 Penerimaan kas adalah semua aliran kas 

yang masuk ke bendahara umum Negara/ daerah. Menurut Permendagri No 13 

Tahun 2006, penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

Penerimaan daerah berasal dari pendapatan daerah, yaitu hak pemerintah daerah 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang tidak perlu dibayarkan 

kembali oleh daerah. Selain dari pendapatan daerah, penerimaan daerah dapat 

juga berasal dari penerimaan pembiayaan. 

Pendapatan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya menjadi 

3 (tiga) kelompok yang terdiri atas: 

a. Pendapatan asli daerah 

Kelompok pendapatan asli daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 

dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

b. Dana perimbangan 

Kelompok dana perimbangan menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 

dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas: dana bagi hasil, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut permendagri 

No.13 Tahun 2006 dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:  

1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 

badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok 

masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. 

2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan 

korban/kerusakan akibat bencana alam. 
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3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota. 

4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. 

Pengeluran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum 

Negara/daerah. Pengeluaran daerah dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 

merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran daerah dapat 

dikarenakan adanya belanja daerah ataupun pengeluaran pembiayaan. 

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang 

dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh 

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam memberikan 

pelayanan umum. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang 

akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Belanja berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah 

diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 

2011, diklasifikasikan menurut kelompok belanja menjadi: Belanja langsung dan 

belanja tidak langsung. 

a. Belanja tidak langsung 

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja 

tidak langsung kemudian dikelompokkan kembali menurut jenis belanja 

yang terdiri atas: 

1) Belanja pegawai 

Belanja pegawai disini merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk 

gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada 

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

2) Belanja bunga 

3) Belanja subsidi 

4) Belanja hibah 
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5) Bantuan sosial 

6) Belanja bagi hasil 

7) Bantuan keuangan, dan 

8) Belanja tidak terduga. 

b. Belanja langsung 

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

langsung diklasifikasikan menurut jenis belanja menjadi: 

1) Belanja pegawai 

Belanja pegawai yang dimaksud disini adalah belanja pegawai yang 

digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintah daerah. 

2) Belanja barang dan jasa, dan 

3) Belanja modal. 

 

2.3 Bendahara Penerimaan 

Bendahara penerimaan menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 adalah 

pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan diangkat oleh 

kepala daerah (gubernur/ bupati/walikota) untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di 

lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, gubernur/bupati/walikota memberi izin kepada kepala SKPD di 

lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada 

bank umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. 

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap 

seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya. 

Bendahara penerimaan pada SKPD juga wajib mempertanggungjawabkan secara 

administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna 
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anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, dan 

mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 

2.4 Bendahara Pengeluaran 

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 bendahara pengeluaran adalah 

pejabat fungsional yang di tunjuk untuk menrima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran 

SKPD ditunjuk oleh kepala daerah untuk mengelola Uang Persediaan (UP). 

SKPD dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan 

operasional sehari-hari. Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan 

rekening pengeluaran pada bank umum untuk menampung UP kepada SKPD. 

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung-

jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang 

persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran pada SKPD juga wajib membuat 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang 

menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban fungsional ini dilaksanakan setelah 

diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

 

2.5 Akuntansi 

2.5.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian 

mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan 

pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam 

perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah (Suwanda, 2015:7). Akuntansi 

merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas 
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suatu  transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan 

berdasarkan standar yang diakui umum (Bahri, 2016:2) 

Akuntansi adalah suatu sistem yang merupakan suatu kesatuan system 

yang terdiri dari subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang 

berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sitem 

memproses input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi 

adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, output-nya 

adalah laporan keuangan. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi  ekonomi 

(keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan informasi dalam rangka 

pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal 

entitas pemerintah daerah. (Suwanda, 2015:24) 

 

2.5.2 Pengguna Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, pihak-pihak 

eksternal utama yang memerlukan informasi akuntansi pemerintah daerah antara 

lain: 

a. Masyarakat 

Masyarakat perlu mengetahui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

yang mana sebagian besar pendanaannya berasal dari pembayaran pajak dan 

retribusi yang dilakukan oleh rakyat. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

DPRD berkepentingan terhadap informasi akuntansi keuangan daerah guna 

untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan 

penyalahgunaan kekuasaan. 

c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

BPK berkepentingan terhadap informasi akuntansi keuangan daerah untuk 

memeriksa dan memberi opini apakah pemerintah daerah dalam mengelola 

keuangannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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d. Investor dan pemberi pinjaman 

Investor memerlukan informasi akuntansi keuangan daerah untuk proses 

pengambilan keputusan mengenai investasi yang akan dilakukan maupun 

yang telah dilakukan. Pemberi pinjaman berkepentingan untuk menilai 

apakah pemerintah daerah akan mampu mengembalikan pinjaman yang 

diberikan. 

e. Pemerintah pusat 

Pemerintah pusat berkepentingan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban 

kepala daerah. 

f. Pemerintah daerah lainnya 

Selain untuk kepentingan transfer pendapatan antar pemerintah daerah, 

pemerintah daerah lainnya juga memiliki kepentingan ekonomi lain seperti 

melakukan pinjaman juga menentukan arti pentingnya informasi keuangan 

daerah. 

 

2.5.3 Penerapan Akuntansi di Indonesia 

Penerapan akuntansi di Indonesia terbagi menjadi 2 (Dua) kelompok 

besar, yaitu akuntansi perusahaan (disebut juga akuntansi komersial) dan 

akuntansi pemerintahan (governmental accounting). 

a. Akuntansi perusahaan 

Akuntansi perusahaan digunakan oleh entitas yang berorientasi pada 

laba. Informasi akuntansi yang dihasilkan digunakan oleh entitas 

(perusahaan) untuk mengetahui berbagai indikator kinerja keuangan 

(kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba) serta posisi keuangan 

pada periode tertentu. Akuntansi perusahaan dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu 

akuntansi keuangan (financial accounting) dan akuntansi manajemen 

(management accounting). 

Akuntansi perusahaan mengacu pada International Financial 

Reporting Standar (IFRS), yang merupakan standar pencatatan dan 

pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh 

International Accounting Standard Board (IASB), sebuah lembaga 
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internasional yang bertujuan untuk mengembangkan suatu standar akuntansi 

yang tinggi, dapat dimengerti, diterapkan dan diterima secara internasional. 

b. Akuntansi Pemerintahan  

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang khusus akuntansi yang 

dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Bidang ini berguna 

sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang 

teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana. Sektor publik merupakan 

organisasi yang komplek  dan heterogen yang menyebabkan kebutuhan 

informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. 

Tidak terkecuali bagi stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan  

informasi yang lebih bervariasi, andal dan relevan untuk pengambilan 

keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah 

menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun 

eksternal dari organisasi. 

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai 

proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang 

bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja 

organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik yang lebih 

bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang 

dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti 

ukuran output pelayanan juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan 

keputusan. 

Berdasarkan kebutuhan tersebut, International Federation of 

Accountants (IFAC) atau Federasi Akuntan Internasional membentuk 

sebuah komite khusus yang bertugas menyusun sebuah standar akuntansi 

bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional yang 

kemudian disebut International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS). Dalam pelaksanaannya, komite tersebut tidak hanya menyusun 

standar, tetapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong 

aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia. IPSAS meliputi 

serangkaian standar yang dikembangkan untuk basis akrual (accrual basis), 
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namun juga terdapat suatu bagian IPSAS yang terpisah guna merinci 

kebutuhan untuk basis kas (cash basis). IPSAS dapat diadopsi oleh 

organisasi sektor publik yang sedang proses perubahan dari basis kas ke 

basis akrual. Organisasi sektor publik yang telah memutuskan untuk 

mengadopsi basis akrual menurut IPSAS  harus mengikuti ketentuan waktu 

mengenai masa transisi dari basis kas ke basis akrual  yang diatur oleh 

IPSAS. Cakupan yang diatur IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor 

publik, termasuk juga lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan komponen 

kerjanya (dinas-dinas). Di Indonesia, aplikasi dari IPSAS digunakan sebagai 

bahan utama penyusunan SAP berbasis akrual. 

 

2.6 Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, pihak-pihak yang terkait dalam 

pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah 

daerah antara lain: 

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) merupakan pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mewakili pemerintah daerah 

dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan: 

1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan pengelolaan 

barang daerah. 

2) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang serta bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran. 

3) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

daerah. 

4) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan 

piutang daerah. 
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5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik 

daerah. 

6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan 

dan memerintahkan pembayaran 

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah disini yang dimaksud adalah 

Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan  

keuangan daerah mempunyai koordinasi di bidang: 

1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang 

daerah. 

2) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. 

3) Penyusunan rancangan peraturan daerah APBD, perubahan APBD dan 

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

4) Tugas-tugas perencana daerah, PPKD dan pejabat Pengawas Keuangan 

Daerah. 

5) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung-

jawaban pelaksanna APBD. 

Selain koordinasi, sekretaris daerah juga mempunyai tugas: 

1) Memimpin tim anggaran pemerintah daerah. 

2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD dengan pengelolaan barang 

daerah. 

3) Memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-

SKPD), dan 

4) Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah. 

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) 

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD 

mempunyai tugas: 

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 

2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 
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3) Melaksanakan fungsi BUD 

4) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 

5) Menyusun laporan keuangan daerah 

6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala 

daerah. 

Kepala SKPKD selaku BUD memiliki wewenang untuk: 

1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 

2) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD 

3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 

4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system pnerimaan dan 

pengeluaran kas daerah 

5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah 

6) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

7) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah 

8) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 

9) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 

barang milik daerah. 

d. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang 

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/penguna barang 

mempunyai tugas: 

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 

2) Menyusun DPA-SKPD 

3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja 

4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 

5) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak 

6) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya 

7) Melaksanakan ikatan/perjanjian kerjasana dengan pihak lain dalam 

batasan anggaran yang telah ditetapkan. 
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8) Menandatangani surat perintah membayar 

9) Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya 

10) Menyusun dan melaporkan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. 

11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya 

12) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris daerah. 

e. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang 

Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggran/pengguna barang. 

f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

PPTK ditunjuk olehpejabat pengguna anggaran. PPTK mempunyai tugas: 

1) Menyusun rencana kegiatan kerja 

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 

4) Menyiapkan dokumen anggran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

Pengguna anggaran atau pengguna barang biasanya dapat mnunjuk PPTK 

sebagai berikut: 

1) Kepala sub bagian pada secretariat daerah dan secretariat DPRD 

2) Kepala sub bidang/Kasubag pada Kantor dan Badan 

3) Kepala sub dinas/kepala seksi/Kasubbag pada Dinas 

4) Kepala seksi pada kantor/kecamatan/kelurahan 

g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Kepala SKPD dapat menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK) SKPD. PPK SKPD mempunyai tuas sebagai berikut: 

1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran. 

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP/TU/GU dan LS gaji dan tunjangan yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran 
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3) Melakukan verifikasi SPP 

4) Menyiapkan SPM 

5) Melakukan verifikasin harian atas penerimaan 

6) Melaksanakan akuntansi SKPD 

7) Menyiapkan LaporanKeuangan SKPD 

h. Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Latar Belakang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Cipta Karya Kabupaten Jember 

Pembubaran Kantor Walikota Jember pada tahun 1992 yang dilakukan 

oleh Bupati beserta Pemda adalah awal mula berdirinya Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Penerangan Jalan Umum (DKP PJU). Kemudian pada tahun 2003 

diubah menjadi Dinas Kebersihan Lingkungan hidup (DKLH). Seiring 

berjalannya waktu dan pergantian kepemimpinan, DKLH diubah kembali menjadi 

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember. Perombakan ini 

dilakukan pada tanggal 23 Desember 2008, dan mulai direalisasikan pada awal 

Januari 2009. Dan pada tahun 2017 kembali diubah menjadi Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. 

Kabupaten Jember dengan wilayah seluas 3.293,34 km, terdiri dari 

wilayah kota dengan luas 98,98 km.  Yang secara administratis, terbagi menjadi 

31 kecamatan (28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 

kelurahan), 958 dusun atau lingkungan, 4.032 RW, serta 14.100 RT. Dengan 

jumlah penduduk sebesar 2.179.829 jiwa, kepadatan penduduk di kabupaten 

Jember mencapai 661,89 jiwa/km. 

Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai 

unsur pelaksanana teknis, memiliki tugas untuk memenuhi pelayanan umum dan 

pelayanan dasar masyarakat, antar sub wilayah antara perkotaan dan pedesaan 

dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan di 

kabupaten Jember melalui pemberdayaan masyarakat serta penataan perkotaan 

dan pedesaan untuk mewujudkan kota Jember yang tertib, bersih, indah dan aman. 
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3.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman 

dan Cipta Karya Kabupaten Jember 

Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang organisasi 

dan tata kerja perangkat kabupaten jember, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi 

sebagai berikut: 

a. Kepala dinas 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub bagian umum dan aset 

2) Sub bagian perencanaan 

3) Sub bagian keuangan 

c. Bidang tata bangunan dan perizinan, membawahi: 

1) Seksi penataan bangunan dan gedung 

2) Seksi penataan ruang dan pertanahan 

3) Seksi pengawasan dan pengendalian penataan ruang 

d. Bidang perumahan dan permukiman, membawahi: 

1) Seksi penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan tempat sampah 

permukiman 

2) Seksi perumahan rakyat, pondok pesantren dan rumah tidak layak huni 

3) Seksi petamanan, ruang terbuka hijau, trotoar dan tempat pemakaman 

umum 

e. Bidang penyehatan lingkungan permukiman dan kesehatan bangunan, 

membawahi: 

1) Seksi air bersih 

2) Seksi air limbah dan sanitasi 

3) Seksi pengawasan lingkungan dan kesehatan lingkungan 

f. UPT PMK (pemadam kebakaran) 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember (2019)
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3.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

3.3.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan 

Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember 

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2008 tentang tugas pokok 

dan fungsi organisasi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta 

Karya Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok: 

“Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan 

perumusan kebijakan pengelolaan di bidang cipta karya dan tata ruang, tugas 

pembantuan, serta tugas lain yang diberikan Bupati”. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pembangunan dan 

perijinan 

b. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program penataan ruang. 

c. Pelaksanaan penataan desa dan perkotaan. 

d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman. 

e. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebersihan maupun 

penerangan jalan umum. 

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember, mempunyai wewenang sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, perencanaan, dan pembangunan 

dibidang perkotaan dan pedesaan, air minum, air limbah, persampahan dan 

drainase. 

b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

dibidang cipta karya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan jasa kontruksi dibidang 

pekerjaan umum. 
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d. Memberikan perkembangan teknik dalam rangka penghapusan bangunan 

gedung Negara, rumah dinas dan bangunan umum lainnya beserta 

lingkungannya. 

e. Mengelola dan menganalisis data dalam rangka penyusunan rencana dan 

dokumentasi perkembangan tata ruang serta pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi perkembangan tata ruang. 

 

3.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan 

Pelaporan 

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas 

mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, Pengadministrasian dan 

Pelaporan Keuangan Pengelolaan Data, Penyiapan data dan penyusunan dokumen 

perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan 

rencana perubahan anggaran; 

b. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, 

dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi tanggung jawab dinas 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan 

daerah; 

d. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan; 

e. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggung jawaban keuangan; 

f. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran; 

g. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara 

periodik dengan BPKAD; 

h. Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran; 

i. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menindak lanjuti laporan 

hasil pemeriksaan; 

j. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24 

 

 
 

k. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan 

strategis dan perencanaan tahunan OPD; 

l. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD; 

m. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan 

dan pelaporan daerah; 

n. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, 

laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggung jawaban 

OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

o. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan evaluasi 

kelembagaan perangkat daerah; 

p. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup 

dinas; 

q. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

program, kegiatan dan anggaran; dan 

r. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

3.4 Kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan 

Sub bagian keuangan merupakan sub bagian yang berada di bawah bidang 

Sekretariat bersama dengan sub bagian perencanaan dan pelaporan. Sub bagian 

keuangan memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan mutasi 

masuknya kas seperti penerimaan yang menjadi tanggung jawab dinas perumahan 

rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya, maupun mutasi pengeluaran seperti 

belanja, beban ataupun pembiayaan. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada sub bagian keuangan 

antara lain: 

a. Melaksanakan pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung, 

maupun menerima retribusi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten 

Jember 

b. Melaksanakan input data pada sistem informasi keuangan daerah 

c. Memverifikasi kelengkapan administrasi syarat permintaan pembayaran 
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d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan 
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1) Prosedur pengeluaran kas dengan mekanisme Uang Persediaan (UP): 

a) Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat 

Permohonan Belanja. 

b) Pengguna Anggaran/Kepala Dinas mengotorisasi Surat Permohonan 

Belanja yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan 

(PPTK). 

c) PPTK menyerahkan Surat Permohonan Belanja kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

d) Bendahara Pengeluaran mengeluarkan Uang Panjar. 

e) Setelah melakukan belanja, PPTK menyerahkan Nota Belanja/ SPJ 

belanja kepada Bendahara Pengeluaran. 

f) Selanjutnya bendahara Pengeluaran akan  mencatat pengeluaran yang 

terjadi ke dalam Buku Kas Umum. 

2) Prosedur pengeluaran kas dengan mekanisme Langsung (LS) 

a) Pengguna Anggaran/Kepala Dinas menyerahkan SPD kepada Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD). 

b) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran beserta 

dokumen-dokumen lainnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK 

SKPD). 

c) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP LS dan dokumen lainnya apakah 

sudah sesuai dengan SPD yang diterima dari Pengguna Anggaran. 

d) Jika SPP LS dinyatakan lengkap, maka PPK SKPD akan membuat 

Rancangan SPM LS, jika SPP LS dinyatakan tidak lengkap maka PPK SKPD 

akan menerbitkan Surat Penolakan SPM LS dan menyerahkannya kepada 

Bendahara Pengeluaran beserta SPP LS dan dokumen lainnya . 

e) Rancangan SPM LS yang sudah dibuat oleh PPK SKPD selanjutnya 

diserahkan kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi. 

f) Rancangan SPM yang sudah diotorisasi oleh Pengguna Anggaran diserahkan 

kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) selaku BUD. 

g) BPKA selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

berdasarkan SPM yang diterima dari SKPD. 
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h) Berdasarkan SP2D dari BUD, bendahara Pengeluaran akan mencairkan 

dananya di Bank yang telah ditentukan. 

c. Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata 

1) Mempelajari prosedur akuntansi penerimaan kas atau pendapatan yang 

menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman 

dan Cipta Karya Kabupaten Jember. 

2) Mempelajari prosedur pengeluaran kas atau belanja yang terjadi pada 

Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember baik yang menggunakan mekanisme Uang Persediaan 

(UP) maupun dengan menggunakan mekanisme Langsung (LS). 

3) Mempelajari Formulir-formulir atau dokumen yang terkait dalam proses 

penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang terjadi pada Dinas 

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten 

Jember. 

4) Kegiatan lainnya meliputi: 

a) Membantu dalam pembuatan dokumen-dokumen Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

b) Membantu mengarsipkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. 

c) Membantu pengisian dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan 

Izin Mendirikan Bangunan. 
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LAMPIRAN- LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat PKN 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


56 
 

 
 

 

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Bankesbangpol 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


57 
 

 
 

Lampiran 3 Daftar Hadir Kegiatan PKN
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Lampiran 4 Daftar Nilai PKN 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


59 
 

 
 

 

Lampiran 5 Surat Pengajuan Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung 
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Lampiran 6 Surat Pengajuan Penerbitan SPD Belanja Langsung 
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Lampiran 7 Daftar Pengajuan Penerbitan SPD Belanja Langsung 

 

 

Lampiran 8 Daftar Pengajuan Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung 
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Lampiran 9 Surat Pengantar SPM 
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